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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Pembangunan nasional akan terwujud apabila mendapat dukungan dari 

pemerintahan, baik itu pemerintah dari pusat maupun dari pemerintah daerah termasuk 

ditingkat desa dan kelurahan. Pembangunan yang akan dilaksanakan di desa atau tingkat 

kelurahan adalah realisasi pembangunan nasional. Dalam menunjang pembangunan di desa 

peran pemerintah sangat dibutuhkan termasuk juga partisipasi masyarakat dalam 

menunjang pembangunan tersebut. Pembangunan yaitu rangkaian upaya pembangunan 

yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara 

untuk melaksanakan tugas dalam mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam 

Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah 

Indonesia, memanjukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerderkaan, perdamaian abadi, dan 

keadilan sosial. 

Dalam proses pembangunan suatu negara, bukan hanya merupakan tanggungjawab 

pemerintah, melainkan juga merupakan tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat. 

Pembangunan dapat diartikan sebagai proses perubahan yang terus-menerus dalam menuju 

keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Pemerintah dalam 

melaksanakan dan menjalankan seluruh kebijakan atau program kegiatan harus sesuai 

dengan aturan yang berlaku dan dipertanggungjawabkan secara transparan. Prinsip-prinsip 

keterbukaan merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang 

menjadi tolak ukur keefektifan pelaksanaan otonomi daerah. 

Pembangunan tidak akan lepas dari pembangunan infastruktur, yang mana secara 

umum dapat diartikan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan syarat dalam 
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pembangunan. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital 

untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan 

penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi, ini mengingat bahwa 

gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan 

infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, 

pembangunan dalam sektor ini merupakan podasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya. 

Pemerintahan desa menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang 

desa menyebutkan bahwa pembangunan desa upaya peningkatan kuliatas hidup dan 

kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu juga tujuan 

pembangunan desa adalah untuk menanggulangi atau mengatasi kemiskinan dengan cara 

memenuhi kebutuhan dasar untuk masyarakat, membangun sarana dan prasarana untuk 

desa, mengembangkan potensi ekonomi lokal serta memanfaatkan sumber daya alam 

(SDA) yang ada dan lingkungan secara berkelanjutan. 

Pembangunan desa memiliki landasan hukum yang tertuang dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman 

pembangunan desa. Pemerintah desa melakukan pembangunan desa berdasarkan dengan 

peraturan yang telah ditetapkan untuk melakukan pembangunan desa dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa. 

Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa pemerintah desa wajib 

menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang menetapkan 

prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh mayarakat. Serta 

masyarakat desa juga berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan 

pelaksanaan pembangunan desa. Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana 
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Kerja Pemerintah Desa. Dalam pembangunan desa masyarakat berhak mendapatkan 

informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. 

Pembangunan desa dana yang diperoleh bersumber dari Dana Desa (DD) dan 

Alokasi Dana Desa (ADD). Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui 

anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, 

dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana 

perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja 

daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. 

Dalam Pasal 100 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 47 tahun 

2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan 

pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa 

belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan: 

a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa 

digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 

masyarakat desa; dan 

b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa 

digunakan untuk: 

1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa; 

2. Operasional pemerintahan desa; 

3. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan 

4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga. 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 19/PRT/M/2011 tentang persyaratan 

teknis jalan dan kriteria perencanaan teknis jalan Pasal 54 ayat (3) menyebutkan bahwa 

Usia rencana tingkat pelayanan ditentukan: 

a. Paling sedikit 10 (sepuluh) tahun untuk jalan arteri dan kolektor; 

b. Paling sedikit 5 (lima) tahun untuk jalan lokal dan jalan lingkungan. 
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Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04/PRT/M/2012 tentang tata cara 

pengawasan jalan Pasal 10 menyebutkan bahwa pengawasan jalan secara umum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali 

dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan melalui pengawasan dokumen dan pengawasan 

lapangan. 

Pengadaan Barang/Jasa Desa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh 

pemerintah desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia 

barang/jasa. Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh 

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau 

berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi kelompok 

masyarakat pelaksana swakelola. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 

Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa Pasal 28 menyebutkan : 

1) Bentuk Kontrak terdiri atas: 

a) Bukti pembelian/pembayaran; 

b) Kuitansi; 

c) Surat Perintah Kerja (SPK); 

d) Surat perjanjian; dan 

e) Surat pesanan. 

2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana yang disebut ayat (1) huruf a 

digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak 

Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

3) Kuitansi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf b digunakan untuk 

pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp.50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah). 

4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk pengadaan 

jasa konsultansi dengan nilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta 

rupiah), pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas 

Rp.50.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sampai dengan nilai paling banyak 

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan pengadaan pekerjaan konstruksi 

dengan nilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf digunakan untuk 

pengadaan barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di 

atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan untuk pengadaan jasa 

konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta 

rupiah). 

6) Surat pesanan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk 

pengadaan barang/jasa melalui E-purchasing atau pembelian melalui took 

daring. 
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Dalam Pasal 38 ayat (3) menyebutkan bahwa Pengadaan Langsung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk pengadaan barang/pekerjaan 

konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah). Pasal 50 ayat (7) huruf a pelaksanaan pengadaan langsung dilakukan sebagai 

berikut : pembelian/pembayaran langsung kepada penyedia untuk pengadaan barang/jasa 

lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan 

Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea 

Materai Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan bahwa : 

a. Yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp. 250.000 (dua ratus lima 

puluh ribu rupiah), tidak dikenakan Bea Materai; 

b. Yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh 

ribu rupiah) sampai dengan 1.000.000 (satu juta rupiah), dikenakan Bea Materai 

dengan Tarik sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah); 

c. Yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), 

dikenakan Bea Materai dengan Tarik sebesar Rp. 6.000 (enam ribu rupiah). 

Dalam pembuatan laporan keuangan dibuat dengan berpodoman pada Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan. 

Desa Muara Penimbung Ulu Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 

2018 telah melaksanakan pembangunan desa yaitu salah satunya adalah pembangunan 

jalan di desa Muara Penimbung Ulu. Pembangunan jalan di desa Muara Penimbung Ulu 

merupakan program yang dibuat berdasarkan dari musyawarah desa dan dilaksanakan 

melalui persetujuan masyarakat desa itu sendiri dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

dalam rangka membahas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). 

Musyawarah desa dilakukan diakhir tahun setelah akhir dari pekerjaan tahun sebelumnya 

setelah itu dilakukanlah musyawarah desa untuk program atau kegiatan yang akan datang.  
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Tabel 1.1. 

Laporan Realisasi Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana 

Muara Penimbung Ulu 

Tahun Anggaran 2018 

KODE 

REK 

URAIAN ANGGARAN 

1 

1.2 

1.2.1 

PENDAPATAN 

Pendapatan Transfer 

Dana Desa 

 

674.088.000 

674.088.000 

 JUMLAH PENDAPATAN 674.088.000 

2 

2.2 

2.2.2 

2.2.23 

2.2.28 

2.4 

2.4.1 

2.4.3 

2.4.8 

2.4.10 

2.4.13 

 

2.4.14 

2.4.16 

2.4.19 

2.4.23 

 

2.4.25 

2.4.26 

2.4.31 

BELANJA 

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 

Kegiatan Pembangunan Jalan Desa 

Kegiatan Pembangunan Jalan Titian 

Kegiatan Pembangunan Gerai Unit Usaha BUMDes 

Bidang Pemberdayaan Msayarakat 

Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat 

Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB 

Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini 

Kegiatan Pelatihan Manajemen Usaha BUMDes 

Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen 

Perencanaan 

Kegiatan Pelatihan Paralegal 

Kegiatan Bimbingan Teknis KPMD 

Kegiatan Pelatihan Sistem Informasi Desa 

Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Perempuan/ PKK 

Desa 

Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan 

Kegiatan Pelatihan Penatausahaan dan Pengelolaan 

Keuangan 

Kegiatan Pelatihan SISKEUDES 

 

582.238.000 

20.192.200 

512.045.800 

50.000.000 

91.850.000 

10.000.000 

3.000.000 

10.800.000 

6.000.000 

4.500.000 

 

4.500.000 

7.000.000 

3.000.000 

6.000.000 

 

28.000.000 

4.500.000 

3.750.000 

 JUMLAH BELANJA 674.088.000 

Sumber: SISKEUDES Desa Muara Penimbung Ulu Tahun 2018 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Dana Desa di Desa Muara Penimbung Ulu 

sebesar Rp. 674.088.000 dan semua dana telah terealisasikan untuk pembangunan desa dan 

pemeberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan desa di Desa 

Muara Penimbung Ulu pada tahun 2018 untuk pembangunan jalan desa dana yang 

dikeluarkan sebesar Rp. 20.192.200, sedangkan untuk pembangunan jalan titian sebesar 
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Rp. 512.045.800. dengan demikian jumlah keseluruhan untuk pembangunan jalan di Desa 

Muara Penimbung Ulu tahun 2018 sebesar Rp. 532.238.000. Dana yang dikeluarkan untuk 

pembangunan jalan desa dan jalan titian di Desa Muara Penimbung Ulu tahun 2018    

78,95 % (persen) dari seluruh dana yang dikeluarkan. 

Pelaksanaan pembangunan jalan desa di Desa Muara penimbung Ulu tahun 2018 

memiliki volume 66 x 1,5 x 0,12 m dan pembangunan jalan titian memiliki volume 215 x 

1,5 x 1,40 m untuk pembangunan jalan titian anggaran dicairkan melalui 3 (tiga) tahapan. 

Tahapan pertama anggaran dicairkan sebesar Rp. 89.825.400 tahapan kedua anggaran yang 

dicairkan sebesar Rp. 222.585.200 dan tahapan ketiga anggaran yang dicairkan sebesar Rp. 

220.635.200. 

Pembangunan jalan di desa Muara Penimbung Ulu Kepala Desa langsung 

bertanggungjawab pada program / kegiatan tersebut, dengan dibantu oleh Tim Pengelola 

Keuangan Desa (TPKD) sekretaris desa, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan dan 

pelayanan, dan kaur keuangan desa. Pembangunan jalan didesa Muara Penimbung Ulu 

untuk pembangunan jalan desa dilaksanakan dalam waktu 41 hari lama pembangunannya, 

sedangkan untuk jalan titian dilaksanakan dalam waktu 81 hari lama pembangunannya. 

Gambar 1.1 

Jalan Desa Muara Penimbung Ulu 
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Gambar 1.2 

Jalan Titian Desa Muara Penimbung Ulu 

 

Pembangunan jalan di desa Muara penimbung Ulu telah dibangun dan diselesaikan 

menggunakan dana yang bersumber dari dana desa pada tahun 2018. Pembangunan jalan 

di Desa Muara Penimbung Ulu tahun 2018 dilapangan masih banyak jalan yang rusak dan 

akuntabilitas anggaran pembangunan jalan di Desa Muara Penimbung Ulu pada tahun 

2018 masih banyak yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini dikarenakan pada 

laporan Rencana Anggaran Biaya (RAB) di desa Muara Penimbung Ulu tahun 2018 

banyak belanja yang tidak memiliki kuitansi dari toko atau nama penerima, adanya 

nominal/ jumlah yang salah pada kuitansi pengeluaran, kuitansi pengeluaran tidak ada 

nama toko dan tanda tangan dari toko atau nama penerima, terdapatnya penempatan 

materai yang salah yang tidak sesuai dengan aturan dan jumlah/nomial yang harus 

menggunakan materai. Dari banyaknya masalah tersebut hal ini menunjukkan bahwa 

tujuan pelaksanaan anggaran kegiatan pembangunan jalan di Desa Muara Penimbung Ulu 

Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 belum akuntabel, karena itu perlu 

diteliti. 
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Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar pengelola dana desa dalam 

pelaksanaan pembangunan didesa bisa terlaksana dengan baik tanpa adanya 

penyelewengan dana yang dilakukan oleh perangkat desa dan harus bersifat akuntabel. 

Sehingga bisa mengoptimalkan kinerja keuangan desa serta dapat dipertanggungjawabkan 

atas penggunaan dana desa tersebut, serta bisa memberikan masukan kepada perangkat 

desa khususnya desa Muara Penimbung Ulu agar bisa meningkatkan tugas dan 

tanggungjawab yang telah diberikan, agar seluruh lapisan masyarakat bisa merasakan 

pembangunan yang merata atas adanya kebijakan atau program yang telah 

diselenggarakan. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Bagaimana akuntabilitas pelaksanaan anggaran kegiatan pembangunan jalan di 

desa Muara Penimbung Ulu Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018? 

C. TUJUAN PENULISAN 

Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas pelaksanaan 

anggaran pembangunan jalan di desa Muara Penimbung Ulu Kecamatan Indralaya 

Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018. 

D. MANFAAT PENULISAN 

1. Manfaat Teoritis 

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada 

pembaca terutama kepada mahasiswa Ilmu Administrasi Publik konsentarasi Keuangan 

Negara tentang akuntabilitas pelaksanaan anggaran kegiatan pembangunan jalan di desa 

Muara Penimbung Ulu Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan instansi yang terkait mengenai 
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akuntabilitas pelaksanaan anggaran pembangunan jalan di Desa Muara Penimbung Ulu 

Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 agar pelaksanaan anggaran tersebut 

dapat dikelola dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan jalan 

dan ketentuan yang berlaku. 
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